PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

Dalam upaya

menginstruksikan :
Kepada 1.
2,

3.

4.

5.

6.

‘ 7.

8.

9.

Untuk’

PERTAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan ini

- Para Menteri Kabinet Indonesja Bersatu II;

Sekretaris Kabinet;

Jaksa Agung;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan,; |

Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;

Para Gubernur;

10. Para Bupati/Walikota.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka

pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan
merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012,

KEDUA ...
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Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana di;naksud
dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi
yang meliputi :

1. Strategi Pencegahan;

2. Strategi Penegakan Hukum;

3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan;

4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset
Hasil Korupsi; %

Strategi Pendidikan dan Budé,ya Anti Korupsi;

i

6. Strategi Mekanisme Pelaporan.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan  mengoordinasikan Pelaksanaan,  Aksi
‘Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di bidang
politik, hukum, dan keamanan;

2. Mentert Koordinator Bidang Perekonomian
mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di bidang ekonomi; .

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraari Rakyat
mengoordinasikan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di bidang kesejahteraan rakyat.

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris
Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional
Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pcngawg?gan
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dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada
Lembaga  Tinggi  Negara, Para  Gubernur, | Para
Bupati/Walikota melaksanakan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

lampiran Instruksi Presiden ini.

o
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, semua

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Pemerintah  Daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota,  wajib
berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia,
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. '

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan melakukan koordinasi
Pemantauan dan Evaluasi kemajuan secara berkala dan

melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-
sungguh dan penuh tanggung jawab.

A  Instruksi ...



PRESIDEN,
REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011

PRESIDEN REBUBLIK INDONESIA,
td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Asisten Depu.u Bidang
Perancapnga Perundang-unda.ngan
et I Hukum, dan
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LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 717 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 Desember 2011

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

- Isaf Instansi .
. . Target Instansi
No Strategi Aksi Keluaran . Sasaran Penanggung y
Nasional Penyelesaian Jawab Terkait
{1) (2) 3} @} (5) 6} {7}

STRATEGI PENCEGAHAN .

Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi informasi _

1 Pelaksanaan Terbangunnya sistem penanganan perkara April 2012 Peningkatan transparansi dan Kepolisian | Selgen
penanganan perkara berbasis T1 dari Bareskrim Polri sampaij dengan akuntabilitas publik dalam penanganan Negara Republik | Ombudsman Ri
yang transparan dan Ditreskrim Polda, Pelres dan Polsek yang dapat . perkara pidana sesuai dengan Revisi Indonesia
akuntabel sesuai revisi diakses oleh masyarakat, dengan target 25% Feraturan KaPolri No. 12 Tabun 2009 di
Peraturan KaPolri No. 12 | dari jumlah Polres dan Polsek yang ada pada lingkungan Kepolisian Negara Republik
Tahun 2009 saat ini Indonesia

Tersosialisasikannya sistem penanganan Juni 2012
perkara berbasis TI kepada Polda, Polres, dan

Polsek percontohan

Terlaksananya sistem penanganan perkara Juli 2012

yang dapat diakses oleh masyarakat secara
terbatas pada Polda, Polres, Polsek
percontohan
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Instansi

Isu/f T: :
No Strategi Aksi Keluaran arget Sasaran Penanggung lnstan_s '
Nasionfl Penyelesaian Jawab Terkait
(1) {2 (3) « 5} (6) )
Persentase penanganan perkara yang Desember 2012
terdokumentasikan dalam sistem penanganan
perkara yang berbasis TI
2 Pelaksanaan Terpublikasinya informasi publik melalui Juni 2012 Peningkatan transparansi dan Kepotlisian
transparansi, dan website Polri dan papan pengumuman di akuntabilitas dalam pelayanan publik Negara Republik
akuntabilitas layanan seluruh Indonesia, antara Jain terdir: dan: sesuai tugas dan fungst kepolisian Indonesia
publik di lingkungan a. Profil Organisasi dan SDM, struktur
Kepolisian organisasi dan tugas/fungsi unit, nama
peiabat dan kentak pejabat yang dapat
dihubungi
b. Penegakan hukum, pelayanan publik dan
penjagaan ketertiban, dan informasi wajib
lainnya sesuai dengan ketentitan KIP
3 Pelaksanaan pelayanan 100% kantor imigrasi yang sudah dapat Desember 2012 | Pelayanan pembuatan paspor menjadi | Kementerian
paspor yang cepat, melayani pemberian paspor dalam waktu 4 mudsh, murah, cepat, transparan dan Hukum dan
mudah, transparan dan | (empat) hari setelah pengambilan foto pernohon tepat walktu dar mulai proses awal HAM
tepat waktu dan bebas dan bebas dari pungutan liar sampai terbit paspor schingga dapat
dari pungutan liar meminimalisir terjadinya pungutan lhar
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Isu/ . - Target Instansi Instansi
No f?:sj::li Aksi Kelaaran Penyelesai Sasaran Pei;e::vigl;mg Terkait
{1) 2) (3 “ (S} {6} U]

4 Pelaksanaan Terpublikasinya Berita Negara (BN), tambahan | Desember 2012 | Peningkatan transparansi dan Kementerian

administrasi hukum Berita Negara (TBN) dan layanan permohonan aluntabilitas pelayanan informasi di Hukum dan

perdata dan administrasi | badan hukum diumumkan secara tepat waktu Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

badan hukum yang melalui situs vang dapat diakses oleh HAM

transparan dan magyarakat

akuntabel
5 Penguatan pertukaran Terbangun dan termanfaatkannya sistem Juli 2012 Penggunaan dats ekspor impor yang Kementerian

data perpajakan dan pertukaran data dekumen ekspor, immpor dan sama (unified data) delam perhitungan Keuangan

dokumen ekspor dan perpajakan antara DJP dan DJBC dalam bea cukai dan pajak oleh DJP dan DJBC

impor antara DJP dan perhitungan bea cukai dan perpajakan. sebagai upaya pencegahan korupsi di

DJBC lingkungan DJP dan DJBC
6 Pclaksanaan whistle 1. Jumiah K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) April 2012 1. Peningkatan sistem pengawasan yang | Lembaga Kementerian

blower system pada yang memiliki whistle blower system dalam memberikan perlindungan kepada Kebijakan Dalam Negeri

Instansi pemerintah proses pengadaan barang dan jasa whistle blower dalam rangka Pengadaan

galam pgoses pengadaan | 5  Tersedianya whistle blower system yang pemberantasan korupsi di sektor Barang]t..;ahsa

arsng dan jasa dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pengadaan barang dan jasa {LKPP)
pada portal pengadaan nasional 2, Mendorong pengungicapan
penyimpangan/penyalahgunaan
kewenangan dalam proses pengadaan
barang dan jasa

Evaluasi ...
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Isu/ T Instansi .
. . Target Instansi
Ne Strategi Aksi Keluaran . Sasaran Penanggung .
Nasional Penyelesaian Jawab Terkait
(1} 4] 3) “) (5} {6 {7
Evaluasi terhadap whistle blower system di Desember 2012 | Peningkatan efeltivitas sistem LXPP
K/L dan Pemda dalam proses pengadaan pengawasan yang memberilcan
barang dan jasa perlindungan kepada whistle blower
dalam rangis pemberantasan korupsi di
sektor pengadaan barang dan jasa
7 Pelaksanaan whistle Tertanganinya seluruh pengaduan whistle Desember 2012 | 1. Peningkatan sistern pengawasan Kementerian
blower system di bloweryang telah diverifikasi sesuai dengan yang memberikan perlindungan Keuangan
lingkungan DJBC yang Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukat kepada whistle blower datam rangka
t?ﬁntegrfasi dengan_ tentang Tata Cara Penerimaan dan pemberantasan korupsi di
sistem di Kementerian Penanganan Pengaduan Masyarakat pada "
Keuangan DJBC lingkungan DJBC
2. Mendorong pengungkapan
penyimpangan/penyalahgunaan
kewenangan di lingkungan DJBC
B8 Pelaksanaan pelayanan | Tersedianya sistemn pelayanan perizinan secara | Juni 2012 Peningkatan kemudahan masyarakat Km-ncntman
perizinan secara onfine online yang dapat diakses oleh masyarakat | dan pelaku dunia usaha dalam . Lingkungan
dan keterbukaan pengurusan perizinan dengan minimal Hidup,
informasi status human interaction Kementerian
izi Kehutanan
perizinan N
Kementerian
Perdagangan,

Tersedianya ...
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2. Besar biaya dan lama waktu
3. Status proses aplikasi

N Stlrs:t/ i Alesi Keluaran Target Sasaran Pe Instansi
® | Nasional Penyelesaian Tegne Terkait
(1) 2 3 ) {5) ) ]
) Tersedianya publikasi informasi secara enline | Juni 2012 Peningkatan transparansi dan Kementerian ’
mengenai pengunisan perizinan tertentu, akuntabilitas terhadap informasi dan Lingkungan
status permohonan perizinan serta izin yang status perizinan sesuai tahapan yang Hidup,
telah diterbitkan (beserta dokumen ditentukan, termasuk antara lain: Kementerian
pendukungnya) 1. Jenis layanan dan mekanisme Kehutanan,
2. Besar biaya dan lama waktu E::;entﬂian
3. Status proses aplikasi Keme .
9 Penerapan Sistem Termanfaatkannya sistem pelayanan informasi | Desember 2012 | Peningkatan kemudahan masyarakat Badan
Pelayanan Informasi dan | dan perizinan investasi berbasis TI di dan pelaku dunia usaha dalam Koordinasi
perizinan Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} pengurusan perizinan investasi dengan Penanaman
Secara Elektronik minimal human inferaction Modal (BKPM)
(SPIPISE}
io Pelaksanaan Jumiah Provinsi, Kabupaten dan kota yang Desember 2012 | Peningkatan transparansi dan Kementerian
transparansi layanan telah memiliki PT'SP mempublikasikan akuntabilitas terhadap informasi dan Dalam Negeri
perizinan usaha di informasi perizinan layanan di PTSP yang meliputi:
daerah 1. Jenis layanan dan mekanisme
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Instansi

Isuf
: i Target Instansi
Na Strategi Alcai Keluaran . Sasaran Penanggun )
Nusional Penyelesaian Jmf:; g Terkait
(1) 2} ) 4} (5) {5) {7}

11 Pelaksanaan Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) Desember 2012 { Dalam APBN/APBD tahun 2012, LKFP Seluruh K/L,
transparansi proses melaksanakan pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh Pemerintah
Pengadaan Badan Publik | menggunakan Sistem Pengadaan Secara belanja K/L dan 40 % belanja Pemda Daerah
Pemerintah Elektronik (SPSE]), dengan mendirikan (Prov/{Kab/Kota) yang dipergunakan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang/jasa wajib
di K/L atau Pemda masing-masing, atau menggunakan SPSE melalui LPSE
bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, sendiri atau LPSE terdekat
terbentuk satu LPSE Nasional

12 Pelaksanaan Jumlah K/L dan Pernda yang Desember 2012 | Peningkatan transparansi dan KemenPAN dan Seluruh KfL,
transparansi dan mempublikasikan proses rekrulittmen PNS akuntabilitas dalam proses relautmen RB Pemerintah
partisipasi dalam proses | pada website masing-masing yang terintegrasi PNS Daerah,
rekrutmen PNS dengan website KemenPAN dan RB Kementerian

Terbangunnya mekanisme pengaduan Juni 2012 Dalam Negeri
masyarakat dalam proses rekrutmen PNS

Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Desember 2012

pelaksanaan hasil relquitmen PNS '

13 Peningkatan Terpublikasinya Rencana Strategis (Renstra) Desember 2012 | Pengelolaan transportasi kereta api yang | Kementerian BPK,
transparansi dan 2010-2014 Bidang Perkeretaapian dan standar transparan dan akuantabel sebagai salah { Perhubungan Kementerian
akuntabilitas pelayanan publik (SPM angkutan crang dengan satu layanan publik BUMN
transportasi kereta api KA) melalui website di lingkungan Kementerian

Perhubungan

Terpublikasinya ...
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Isuf Instansi
R . Target Instansi
No Strategi Aksi Keluaran . Sasaran Penanggung )
Nasional Penyelesaian Jawab Terkait
(1) 2 3 “) {5) (6} {7
Terpublikasinya pemanfaatan PSO dan laporan | Desember 2012 Kementerian
triwulan melalui website BUMN
Terpublikasinya hasil audit BPK secara berkala | Desember 2012 Kementerian BPK
melalui website Perhubungan
14 Peningkatan Terpublikasinya RAPBN, RKA-KL, APBN, DIPA, | Desember 2012 | Pengelolaan anggaran negara yang Kementerian
transparansi realisasi APBN seluruh X/L (triwulan, scmester transparan dan akuntabel] Keuangan
pengelolaan anggaran dan tahunan), Laporan audit AFBN, data
negara indikator dan alokasi anggaran DAU, DAK,
DBH melalui website nasional Kemenkeu
Transparansi pendapatan negara dari pajak
yang diuraikan secara per sektor
Terpublikasinya RAPBD, RKA-SKPD, APBD, Desember 2012 | Pengelolaan anggaran daerah yang Kementerian Pemerintah
DIPA Daerah, realisasi APBD seluruh SKPD, transparan dan akuntabel Dalam Negeri Daerah terkait

Laporan Audit APBD melalui website masing-
masing Pemerintah Daerah

Terpenuhinya ...
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Isu/f Instansi .
. . Target Instansi
No Strategi Aksi Keluaran . Sasaran Penanggung .
Nasional Penyelesaian Jawab Terkait
(1) 2) &) (8] 5 {6] () _
Terpenuhinya kriteria/formula dalam Desember 2012 | Penggunaan anggaran dana optimalisasi | Kementerian Sekretariat DPR
pengalokasian dana ad-hoe ke daerah (apabila APBN yang ditransfer ke daerah sesuai Keuangan (Badan Anggaran
terdapat dana optimalisasi APBN) dengan kriteria/formula DFR)
15 Pelaksanaan Tersedianya informasi yang wajib Agustus 2012 Peningkatan transparansi dan Sekretariat MA

transparansi, dan
akuntabilitas layanan
publik di lembaga
peradilan

dipublikasikan melalui website lembaga

peradilan, antara lain terdiri dari:

a. Profil Organisasi dan SDM, struktur
organisasi dan tugas/fungsi unit, nama
pejabat dan kontak pejabat yang dapat
dihubung

b. Informasi mengenai penanganan perkara,
prosedur bantuan hukum, biaya vang
dibebanlkan dan waktu yang dibutuhkan,
dan lain-lain

c. Informasi penanganan perkara, publikasi
putusan yang sudah berkekuatan hukum
tetap

akuntabilitag pelaksanaan tuges dan
fungsi lembaga peradilan
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No Strategi Aksi Keluaran Pe mlEe . Sasaran Penanggung ,;.1 Stak:i?
Nasional emyelesaian Jawab er
{1 {2) @) “ (s) {5) {7)
16 Pelaksanaan Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat | Desember 2012 | Peningkatan kualitas pelayanan publik Sekretariat MA Sekjen
penanganan pengaduan | yang telah diklarifikasi terkait penegakan hukum di lembaga Ombudsman RI
masyarakat terhadap peradilan
proses penegakan —
hukum di lembaga ‘Terpublikasinya penanganan terhadap
peradilan pengaduan masyarakat di lembaga peradilan
melalui website MA
17 Pelaksanaan Peraturan Terbitnya Peraturan KaFPolri tentang penegakan { Desember 2012 | Peningkatan upaya pencegahan terhadsp | Kepolisian Komisi
Kepala Kepolisian No.14 | kode etik profesi Polri yang memuat tentang potensi penyalahgunaan kewenangan Negara Republik | Kepolisian
Indonesia Nasional

Tahun 2011 teritang
Kode Etik Profesi POLRI

kelembagaan dan tata cara penegakan kode
etik profesi Polri

aparat penegak hukum dan pengawasan
terhadap kinerja Kepolisian dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat

Terselesaikannya. ..
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Instansi

Isu/ ] Target L i
No Strategi Aksi Keluaran L Sasaran B g nstansi
Nasio n%: 1 Penyelesaian w Terkait
(1) {2 3 L) {5) 5) 7)
Terselesaikannya jumlah laporan dan Peningkatan penyelesaian jumlah
informasi tentang pelanggaran kode etik laporan dan informasi baik dari anggota
(tindak pidana korupsi) yang ditangani oleh Folri manpun masyarakat tentang tindak
Divisi Propam dan Kompolnas pidana korupsi yang dilaluken oknum
anggota Polri sebagai bentuk kepedulian
masyarakat untuk mendukung
percepatan pemberantasan korupsi
18 Pelaksanaan whistle Tersusunnya mekanisme {SOP} perlindungan April 2012 Peninglatan perlindungan bagi whistle Kepolisian
blower system di terhadap whistle blower bagi aparat Kepolisian blower di lingkungan Propam, Mabes Negara Republik
lingkungan Propam, Polda, Polri, dan Polres Indonesia
Mabes Polri, Polda, dan
Polres Tertanganinya pengaduan aparat petugas Desember 2012 | Mendorong pengunglkapan

(whistle blower} mengenai pelanggaran disiplin
atay pelanggaran hulum di linglungen
Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres

penyimpangan f penyalahgunaan
kewenangan yang dilakukan aparat
Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres

Penyediaan ...



¥

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -
Isuf Instansi R
R . Target Instansi
No Strategi Aksi Keluaran . Sasaran Penanggung -
Nasional Penyelesaian Jawab Terkait
(1) ) 3) “ (5 (6 (7)
19 Penyediaan database Tersusunnya database penyusunan dakwaan April 2012 1. Penguatan kapasitas Jaksa secara Kejaksaan
dakwaan penanganan perkara penting dalam penanganan perkara umum dalam melaksanakan tugas Agung
perkara vang dapat diakses secara internal Kejaksaan dan fungsinya
[intranet Kejaksaan) 2. Peningkatan kualitas kebijal
pimpinan Kejaksaan Agung
3. Peningkatan kualitas Pengawasan
kinerja Jaksa Pepuntut Umum
20 Pelaksanaan Terpublikasinya informasi publik di Kejaksaan | Juni 2012 Peningkatan transparansi dan Kejaksaan
transparansi informasi melalui website, meja inforrnasi dan papan akuntabilitas pelalcsanaan tugas dan Agung
dan layanan publik di pengumuman di kantor Kejaksaan Agung, fungsi Kejaksaan
linglrungan kantor Kejaksaan Tinggl dan Kejaksaan Negeri yang
Kejaksaan dan antara lain meliputi data-data:
pcnguatan pengawasan a. Profil Organisasi dan SDM, struktur
internal dan ekstemal organisasi dan tugas/ffungsi unit, nama

pejabat dan kontak pejabat yang dapat
dihubungi

b. Jenis layanan, mekanisme layanan
(termasuk pengaduan), biaya yang
dibebankan dan waktu yang dibutuhkan

¢. Informasi perkembangan penanganan
perkara pidana sejak tahap penuntutan,
upaya hukum dan ekselousi yang
menginformasikan antara lain:

pembatasan ...
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Instansi

Isu/ . . Target Instansi
e l\?;?;:gall At Keluaran Penyclesuiun 8 Pex:;;nﬁlng Terkaat
(1) 2) 3} 4) 5) (5} (7)
pembatasan waktu, kriteria penggunaan
upaya paksa, penelitian berkas perkara
secara obyektif berdasarkan syarat formit
maupun materil, pengelolaan barang bukti,
dil
d. Informasi dan status atas penangenan
perkara, dakwaan yang telah dibacakan,
publikasi jumlah kekayaan negara yang
berhasil diselamatkan dan dikembalikan
kepada Negara
21 Pelaksanaan pengeiclaan | Tersedianya mapping proses dan penyelesaian/ | Maret 2012 Peningkatan kualitas layanan publik | Kejaksaan Sekjen
pengaduan magyarakat tindak lanjut pengaduan masyarakat : terkait tugas dan fungsi kejaksaan Agung Ombudsman Ri
terhadap tugas dan - - Berkurangnya potensi
i Kei Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat | Juni 2012
fungsi Kejaksaan yang telah dﬁcﬁﬁhsi pongad penyimpangan/penyalahgunaan
Tersediannya linked database pengelolaan September kewenangan aparat kejaksaan
pengaduan antara, Jamwas dan Komisj 2012

Kejaksaan
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proses cati, proses pembebasan bersyarat,
Cuti Mengunjungi Kelnarga (CMK), catatan
perilaka penghuni LAPAS ftahanan, admisi
dan orientasi layanan kunjungan,
perawatan kesehatan di luar
LAPAS/RUTAN, pemberian Remisi, dan lain-
lain terkait
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isu/ Instansi
: : Target Instansi
No Strategi Aksi Keluaren . Sasaran Penanggang .
Nasional Penyclesaian Jawab Terkait
4] (2} 3) “ {5} [ {7}
23 Pelaksanaan pengelolaan | Tersedianya database informasi mengenai Desember 2012 | Penanganan administrasi tahanan dan Kementerian
database WBP di penghuri LAPAS/RUTAN secara bertahap WBP sesuai dengan ketentuan yang Hukum dan
LAPAS/RUTAN sebagai melalui website Digjen PAS yang terintegrasi berlaku dengan penyediaan informasi HAM
bahan pengambilan dengan website UPT PAS, Kanwil terkini yang alurat
kebijakan institusi Kemenkumham, dan Kemenkumham
23 Pelaksanaan Terbentuknya urit layanan informasi di UPT Desemnber 2012 | Peningkntan kualitas pengelolaan Kementerian Selden
transparansi data dan Pemasyarakatan di sehiruh Indonesia informasi yang dapat diakses publik, Huloam dan Ombudsman RI
layanan Publik di tahanan, WBP, keluarganya schingga HAM
lingkungan masyarakat dengan mudah memperolch
Pemasyarakatan informasi mengenai halc-haknya di UPT
(LAPAS /RUTAN])
Terpublikasinya informasi antara bain terdiri Desember 2012 | Peningkatan transparansi dan Kementerian
dari: akuntabilitas pelaksanaan tugas dan Hukum dan
a. Informasi mekanisme [SOF) mengenai fungsi di lingkungan pemasyarakatan HAM

ST P e et

b. iInformasi ...
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b. Informasi mengenai penghuni
LAPAS/RUTAN (status hukuman dan lain-
lain terkait)
Tersusunnya kajian tentang penilaian Desember 2012 | Peningkatan kualitas penilaian
berkelakuan baik WBP berbasis teknologi berkelakuian baik WBP yang berbasiskan
teknologi informasi sehingga dapat
mengurang praktek pungli
24 Penguatan pengawasan Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan Agustus 2012 Berkurangnya Kementerian Sekjen

internal di lingkungan internal di lingkungen Pemasyarakatan pelangparan/penyimpangan perilalku Hukum dan Ombudsman RI
Ditjen Pemasyarakatan termastk pelaksanaan evaluasi perilaku dan aparat Pemasyarakatan HAM
dalam upaya mengawasi | kinerja serta penyimpangan oknum petugas
dan evaluasi perilakn LAPAS/RUTAN
dan kinerja termasuk
penyimpangan/
pelanggaran yang
dilakukan olch petugas | Terlaksananya monitoring dan evaluasi
LAPAS/RUTAN mekanisme pengawasan internal melalui

website Ditjen PAS

Terpublikasinya hasil pengawasan internal di
website Ditjen PAS

Penguatan ...
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25 Pengnatan pengawasan Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan Agustus 2012 Berkurangnya Kementerian Sekjen
eksternal melalui eksternal di linglungan Pemasyarakatan pelanggaran/penyimpangan perilaku Hukum dan Ombudsman RI,
kerjasama dengan termasuk pelaksanaan evaluasi perilala: dan aparat Pemasyarakatan HAM Satgas PMH,
Ombudsman RI, Kemnas | kinerja serta penyimpangan oknumn petugas Komnas HAM,
HAM, Komnas , LAPAS/RUTAN Kornnas
Perempuan, Komnas Perempuan,
Anak, Satgas PMH, Terlaksananya monitoring dan evalnuasi Komnas Analk,
Hakim Wasmatdalam mekanisme pengawasan eksternal di website Hakim

Ditjen PAS Wasmatdalam
Terpublikasinya hasil pengawasan ¢ksternal di
website Ditjen PAS
Terlaksananya SIDAK secara acak (sesuai Pesember 2012 | Berkurangnya penyimpangan yang Kementerian
kebutuhan} dilalcukan aparat dilingkungan Hukum dan

Kementerian Hukum dan HAM yang HAM serta

memberikan pelayanan Publik. Sekjen

Ombudsman RI

26 Pelaksanaan whistle Tersedianya mekanisme perlindungan Desember 2012 | Mendorong upaya perbaikan dan Kementerian
blower system di terhadap whistle biower bagi petugas di meningkatkan peran dan fungsi Hulkum dan
linghungan lingkungan aparat Pemasyarakatan pengawasan terhadap kinerja aparat HAM
LAPAS/RUTAN Pemasyarakatan
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Penanganan yang responsif atas pengaduan Desember 2012 | Peninglatan perlindungan bagi whistle
aparat Pemasyarakatan (whistle blower] blower di lingkungan LAPAS/RUTAN
mengenai pelanggaran disiplin atau
pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum .
di lingkungan Pemasyarakatan
Infrastruktur whistle blower {misal telepon Desember 2012 | Tersedianya Infrastruktur whistleblower
khusus, kotak keloehanfsurat, complaint secara bertahap di LAPAS dan RUTAN
center, pengaduan onlineg} yang dapat langsung
ditujukan kepada pengawas Pemasyarakatan
27 '| Pelaksapaan Tersedia instrumen survei kinerja untuk Mei 2012 Peningkatan kualitas layanan Kementerian Sekjen
pengawasan terhadap mengukur kinerja fungsi pelayanan WBP yang LAPAS/RUTAN hagt WBP Hulum dan Ombudsman RI,
evaluasi kinerja tahunan | disusun dengan melibatkan berbagai pihak HAM Sekjen KPK
pelayanan pejabat Rutan | terkait {a.l. KPK, Ombudsman RI dan pakar)

dan Lapas




PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

- 17 -
Isuf Instansi .
- . Target Instansi
No I\?at;a::i Aksi Keluaran Penyclesaian Sasaran Per}a:;%img Terkait
(1} 2 3} ) ) {6} {7)
Penyusunan Permenkumham tentang syarat Pesember 2012 | Peningkatan integritas dan kualitas
dan tata cara pengangkatan jabatan kepala Kepala jabatan UPT Pemasyaralkatan
UPT Pemasyarakatan tertentu yang memuat: melalui tata cara pengangkatan yang
transparan dan akuntabel
- Syarat administratif dan substantif berupa
pengajuan lamaran, pemaparan visi misi
dan program dan kesediaan untuk
menandatangani kontrak kinerja
- Mekanisme pengangkatan jabatan
28 Pelaksanaan pengelolaan | Tersedianya sarana pengaduan masyarakat Desember 2012 | Peningkatan kualitas layanan LAPAS/ Kementerian Sekjen
pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat RUTAN. Hukum dan Ombudsman Rl
terhadap tugas dan secara responsif terhadap kinerja HAM
fungsi LAPAS/RUTAN LAPAS/RUTAN,
Tertanganinya sehiruh pengaduan masyarakat | Desember 2012

yang telah diverifikasi

Pelaksanaan ...
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29 Pelaksanaan Penguatan sistemn informasi keimigrasian Desember 2012 | Peningkatan apresiasi masyarakat Kementerian Selkjen
transparansi Layanan (SIMKIM) dalam rangka keterbukaan informasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Hulkum dan Ombudsman RI
Publik di lingkungan keimigrasian yang antara lain memuat: Ditjen Imigrasi HAM
Keimigrasian a. Profil Organisasi dan SDM, struktur
organisasi dan tugas/fungsi unit, nama
pejabat dan kontak pejabat yang dapat
dihubungi
b, Jenis layanan Keimigrasian antara lain,
mekanisme layanan paspor dan lainnya
{termasuk pengaduan), biaya yang
dibebankan dan waktu yang dibutuhkan
melalui media website, dan lain-lainnya
c. Informasi dan status atas pelayanan
Keimigrasian yang diberikan serta informasi
wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP
30 Penguatan pengawasan | Tersedianya mekanisme (SOP} pengawasan Desember 2012 | Berlaurangnya pelanggaran/ Kementerian Sekjen
internal dilingkungan internal di lingkungan Keimigrasian termasuk penyitnpangan perilaku aparat Imigrasi Hukum dan Ombudsman R
Ditjen [migrasi pelaksanaan evaluasi perilaka dan kinerja HAM
serta penyitnpangan oknum petugas
Keimigrasian

Terpublikasinya ...






